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Penelitian  pada  skripsi  ini  berisikan  tentang  Penerapan  Fungsi  Pengawasan 

Formal  Terkait  dengan  Kedisiplinan  PNS  di  BKD  Kota  Padang.  Pengawasan 

formal  mengarahkan  pengawasan  ke  masalah  kedisplinan  karena  kedisiplinan 

PNS  BKD  Kota  Padang  masih  belum  maksimal.  Tujuan  penelitian  ini  untuk 

mengetahui penerapan fungsi pengawasan formal di BKD Kota Padang terhadap 

peningkatan  disiplin  PNS  nya.  Hal  ini  dilihat  dengan   menggunakan  teori 
pengawasan  formal  oleh  Suwarno  Handayaningrat.  Metode  penelitian  yang 

digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah  wawancara,  dan  dokumentasi.  Informan  dipilih  dengan  menggunakan 

teknik purposive sampling. 
 

Berdasarkan temuan peneliti didapat fakta bahwa: (1) BKD Kota Padang telah 

mempunyai struktur organisasi serta tupoksi yang menerangkan kedudukan PNS 

di BKD Kota Padang dan menerangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing 

PNS (2) BKD Kota Padang telah mempunyai aturan untuk mengurusi masalah 

kedisiplinan  PNS  nya,  yaitu  PP  53  Tahun  2010  tentang  disiplin  pegawai.  (3) 
Pelaksanaan  pengawasan  formal  mengenai  kedisiplinan  PNS  di  BKD  Kota 

Padang  ini  dilakukan  oleh  Pimpinan  BKD  Kota  Padang,  dan  masing-masing 

pimpinan  di  masing-masing  bidang,  sub  bidang,  atau  bagian  (4)  BKD  Kota 

Padang tidak mempunyai tata cara pengawasan atau tahapan pengawasan, dan 

belum adanya kejelasan mengenai tahapan dan tata pengawasan yang dilakukan 

oleh masing-masing kepala di setiap bidang, bahkan dari pimpinan BKD Kota 

Padang sendiri (5) PP 53 tahun 2010 telah disesuaikan dengan adanya sistem kerja 

yang telah ada atau yang telah diterapkan pada BKD Kota Padang (6) Tidak ada 

pelaporan hasil pengawasan secara periodik di BKD Kota Padang. Di BKD Kota 

Padang pelaporan akan terjadi apabila ada pelanggaran (7) Pelaporan pelanggaran 

kedisiplinan  oleh  pihak  yang  berwenang  di  BKD  Kota  Padang  tidak  disertai 
dengan pendapat atau usulan untuk tindak lanjutnya. 
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